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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
tersusunnya buku Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori,
Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan. Buku ini hadir sebagai
respons terhadap kebutuhan akan pemahaman vyang lebih
komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan, khususnya dalam
memahami hubungan antara konstitusi, lembaga negara, serta
dinamika kekuasaan dalam praktik bernegara.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi
utama yang membentuk arah dan karakter sebuah negara. Di
dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur distribusi
kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan. Namun, konstitusi tidak berdiri
sendiri. la hidup melalui lembaga-lembaga negara yang menjalankan
fungsi dan kewenangannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan
yang dinamis.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta siapa
pun yang ingin memahami sistem ketatanegaraan secara lebih
mendalam. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan
kesadaran kritis terhadap pentingnya konstitusi dan kelembagaan
negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin
kehidupan bernegara yang demokratis.
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SINOPSIS

Bagaimana sebuah negara berdiri, berjalan, dan bertahan?
Jawabannya terletak pada satu fondasi utama: konstitusi dan
bagaimana ia dihidupkan melalui lembaga-lembaga negara. Buku
Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika
Ketatanegaraan mengajak pembaca menelusuri “mesin penggerak”
negara dari dalam—dari prinsip dasar hingga praktik nyata yang
membentuk kehidupan bernegara.

Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai
konsep konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, termasuk fungsi,
kedudukan, serta perannya dalam mengatur hubungan antara negara
dan warga negara. Dari sana, pembaca diajak memahami bagaimana
kekuasaan didistribusikan melalui prinsip pembagian kekuasaan, serta
bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran strategisnya
dalam sistem pemerintahan.

Tidak berhenti pada teori, buku ini juga mengupas struktur
kelembagaan negara secara sistematis, mulai dari lembaga legislatif,
eksekutif, hingga yudikatif, beserta fungsi, kewenangan, dan relasi di
antara ketiganya. Pembahasan ini diperkaya dengan analisis mengenai
dinamika ketatanegaraan, termasuk perubahan konstitusi, praktik
ketatanegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga
keseimbangan kekuasaan dan prinsip demokrasi.
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KONSEP DAN TEORI
KONSTITUSI

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

1.1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan unsur yang sangat penting dalam
penyelenggaraan suatu negara. Dalam negara modern, konstitusi
berfungsi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan dalam
mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, serta
hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga menjadi
pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan
agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio yang berkaitan
dengan kata jus atau ijus yang berarti hukum atau prinsip. Dalam
perkembangan modern, istilah konstitusi digunakan dalam berbagai
bahasa seperti Inggris (constitutional law), Jerman (verfassungsrecht),
Prancis (droit constitutionnel), Italia (diritto costituzionale), dan
Belanda. Dalam beberapa bahasa terdapat pembedaan istilah,
misalnya dalam bahasa Belanda antara constitutie dan grondwet, serta
dalam bahasa Jerman antara verfassung dan grundgesetz. Pembedaan
tersebut menunjukkan adanya perbedaan makna antara konsep
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konstitusi secara umum dengan undang-undang dasar sebagai hukum
dasar tertulis (Anggyamurni et al., 2020).

Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai
seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur organisasi negara
serta mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi merupakan keseluruhan
peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu
negara (Budiardjo, 2008). Pengertian ini menunjukkan bahwa
konstitusi tidak hanya berupa dokumen tertulis seperti undang-
undang dasar, tetapi juga dapat berupa kebiasaan atau praktik
ketatanegaraan yang diakui sebagai hukum. Konstitusi harus berfungsi
sebagai normative compass bagi transformasi digital, moderasi
demokrasi elektoral, dan keadilan dalam pembangunan ekonomi, agar
kemajuan teknologi tetap sejalan dengan tujuan bernegara
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Irawan, 2025b).

1.2. Konstitusi dalam Perspektif Para Ahli

Kajian mengenai konstitusi telah berkembang secara luas dalam
berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang hukum dan ilmu politik.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya
dipahami sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai
fenomena sosial dan politik yang memiliki peran penting dalam
kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ilmu hukum, konstitusi dipandang sebagai
norma dasar yang mengatur struktur organisasi negara, pembagian
kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara.
Konstitusi menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan
perundang-undangan suatu negara. Posisi ini menjadikan konstitusi
sebagai sumber hukum utama yang menjadi acuan bagi pembentukan
peraturan-peraturan di bawahnya (Ulum, 2025). Oleh karena itu,
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kajian konstitusi dalam ilmu hukum lebih menekankan pada aspek
normatif dan yuridis.

Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik, konstitusi tidak
hanya dilihat sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai hasil dari proses
politik yang mencerminkan keseimbangan kekuasaan, kepentingan,
serta dinamika sosial dalam masyarakat. Konstitusi adalah untuk
mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan;
ketertiban; dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan,
kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana
dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the
founding fathers and mothers) (Hukumonline, 2023).

Sejalan dengan perbedaan sudut pandang tersebut, para ahli
memberikan definisi yang beragam mengenai konstitusi sesuai dengan
pendekatan yang digunakan. Perbedaan ini justru memperkaya
pemahaman tentang konstitusi, karena menunjukkan bahwa
konstitusi memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari sisi
hukum, tetapi juga dari sisi politik, sosial, dan bahkan historis. Dengan
demikian, kajian konstitusi menjadi sangat penting untuk memahami
bagaimana suatu negara diatur dan bagaimana kekuasaan dijalankan
dalam kerangka hukum vyang berlaku. Menurut Herman Heller,
konstitusi memiliki tiga pengertian yaitu konstitusi dalam arti
sosiologis, politis, dan yuridis. Dalam arti sosiologis dan politis,
konstitusi mencerminkan kehidupan politik yang nyata dalam
masyarakat. Sedangkan dalam arti yuridis, konstitusi dipahami sebagai
seperag@gkat norma hukum yang mengatur negara (AB Ghoffar, n.d.).

E!endapat lain dikemukakan oleh K. C. Wheare yang menyatakan
bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang
berupa kumpulan aturan vyang membentuk, mengatur, dan
memerintah negara (Suhardjana, 2010). Selain itu, Hans Kelsen melalui
teorinya mengenai hierarki norma hukum menjelaskan bahwa
konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi sumber bagi seluruh
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norma hukum yang berada di bawahnya. Dalam teori yang dikenal
sebagai Stufenbau Theory, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam
sistem hukum suatu negara (Suhenriko, 2023). Sementara itu,
menurut Soehino,ﬁnstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-
aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok
atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tulisan maupun tidak tertulis yang
mengambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara
(Mujiburohman, 2017).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi
dalam sistem hukum suatu negara dan menjadi dasar bagi
pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan negara. Pandangan para
ahli tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi hukum,
politik, dan sosial dalam kehidupan bernegara.

1.3. Tujuan, Fungsi, dan Teori Konstitusi dalam Sistem
Ketatanegaraan

Konstitusi memiliki berbagai tujuan dalam penyelenggaraan
negara. Salah satu tujuan utama konstitusi adalah membatasi
kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Jimly Asshiddigie, konstitusi memiliki beberapa fungsi
penting dalam kehidupan bernegara, antara lain menentukan dan
membatasi kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antar
lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dan warga
negara (Hukumonline, 2023).

Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai sumber hukum
tertinggi dalam sistem hukum nasional. Artinya, semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi (DJ, 2018). Konstitusi juga berfungsi
sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam konstitusi modern,
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pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi bagian
penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Dalam kajian hukum tata negara terdapat berbagai teori yang
menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi. Salah satu
teori yang sangat berpengaruh adalah teori pemisahan kekuasaan
yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teorinya, kekuasaan
negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif (SUPARTO, 2019). Pembagian kekuasaan tersebut
bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada
satu lembaga sehingga dapat menghindari penyalahgunaan
kekuasaan.

Selain itu terdapat pula teori konstitusionalisme vyang
menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum
dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Menurut Mahfud MD,
konstitusionalisme merupakan gagasan yang menekankan bahwa
penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi yang
menjamin pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi
manusia (Rosyiddin & Romadhon, 2024).

1.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia
1. Undang-Undang Dasar 1945

Latar belakang terbentuknya konstitusi Indonesia (UUD 1945)
erat kaitannya dengan situasi politik dan janji kemerdekaan yang
diberikan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia yang
tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Perang Dunia Il dan janji
kemerdekaan dari Jepang (Irawan, 2025d). Konstitusi pertama yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945
yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 18 Agustus 1945, vaitu sehari setelah proklamasi
kemerdekaan.
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Pengesahan UUD 1945 tersebut menandai dimulainya
kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang merdeka
dan berdaulat, sekaligus menjadi landasan yuridis bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh Bung Karno dinamakan
“revolutiegrondwet” (UUD Revolusi). Secara resmi diumumkan dan
dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun ke Il No. 7 Tahun 1946,
halaman 5156 (Atmadja, 2012).

Sebagai konstitusi pertama, UUD 1945 memiliki kedudukan
yang sangat fundamental karena memuat norma-norma dasar yang
mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian
kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. UUD
1945 juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang
bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara (Parasong, n.d.),
sehingga tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga
sebagai pedoman ideologis dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 telah dijadikan sebagai
dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, meskipun dalam
praktiknya mengalami berbagai dinamika dan penyesuaian sesuai
dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya bersifat statis, tetapi juga
memiliki karakter yang dinamis dalam merespons kebutuhan
masyarakat dan tuntutan zaman.

Dengan demikian, keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi
pertama Indonesia tidak hanya berperan sebagai fondasi hukum
negara, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional
yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu sistem
ketatanegaraan yang utuh. Dasar negara itulah yang merupakan hasil
dari suatu keinginan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan
kemerdekaannya sesuai dengan unsur kedaulatan rakyat (Saputra,
2019).
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2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Perubahan konstitusi terjadi setelah pelaksanaan Konferensi
Meja Bundar di Deen Haag pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949
antara perwakilan Belanda, Indonesia, dan berbagai negara bagian
yang didirikan Belanda di kepulauan Indonesia (Faiz, 2019) yang
menghasilkan kesepakatan pembentukan negara federal sebagai
bentuk kompromi politik antara Indonesia dan Belanda. Sebagai
konsekuensi dari kesepakatan tersebut, Indonesia kemudian
mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sebagai dasar
hukum negara.

Penerapan konstitusi ini menandai perubahan signifikan dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, dari negara kesatuan menjadi
negara federal yang terdiri atas beberapa negara bagian. Namun, sejak
terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan
Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan
bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik
semakin kuat, rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang
unitaris (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan
rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal
tersebut terjadi di berbagai daerah (Widiarko & Aman, 2016).

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan
dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai
dasar konstitusional yang berlaku mulai 17 Agustus 1950-5 Juli 1959.
Konstitusi ini menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Menghidupkan kembali
demokrasi parlementer (demokrasi liberal) dengan kabinet yang
sering berganti (Karso et al., 2025).

Dalam praktiknya, sistem tersebut menimbulkan dinamika
politik yang kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya
pergantian kabinet akibat jatuh bangunnya dukungan politik di
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parlemen. Pada masa demokrasi parlementer juga dibentuk
konstituante yaitu sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk
menyusun serta menetapkan Undang-Undang Dasar baru bagi
Indonesia. Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya
Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10
November 1956 (Asshiddigie, 2005).

Pada sistem parlementer ini juga dapat memberikan
stabilitas karena mayoritas parlemen mendukung pemerintah
(Hikmah, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya
pelaksanaan program pemerintahan serta menghambat proses
pembangunan nasional, sehingga memunculkan kebutuhan akan
sistem ketatanegaraan yang lebih stabil dan efektif.

4. Dekrit Presiden 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah konstitusional untuk
mengatasi kebuntuan politik yang terjadi dalam sidang Konstituante
(Asshiddigie, 2005). Dekrit tersebut berisi pembubaran Konstituante
serta pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
dasar negara.

Kebijakan ini diambil karena Konstituante dinilai gagal
menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga menimbulkan
ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan. Dengan berlakunya
kembali UUD 1945, diharapkan tercipta stabilitas politik dan
pemerintahan yang lebih efektif dalam penyelenggaraan negara.

5. Amandemen UUD 1945

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998,
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat tahap dalam Sidang
MPR tahun 1999 hingga 2002. Sidang-sidang MPR ini berhasil
mengembangkan UUD 1945 dari 37 Pasal menjadi 73 Pasal (Faiz,
2019). Perubahan tersebut membawa berbagai pembaruan mendasar,
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seperti pembatasan masa jabatan Presiden, pembentukan Mahkamah
Konstitusi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem dan
keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih demokratis
dengan relasi antar lembaga negara yang lebih seimbang (lrawan,
2025c). Perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak
lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-
undang dasar (RI, 2017). Pergeseran penting menuju sistem
ketatanegaraan yang lebih demokratis, dengan penegasan prinsip
checks and balances antar lembaga negara serta peningkatan
kedaulatan rakyat dalam proses politik . Dengan demikian, perubahan
UUD 1945 tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan
transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia.

1.5. Prinsip Negara Hukum
Negara hukum seperti Indonesia, keberadaan peraturan
perundang-undangan yang tertata dan saling mendukung merupakan
syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum (lrawan, 2025a).
Konstitusi modern pada umumnya memuat prinsip negara hukum
sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan
egara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan
galam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut
harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (W. Wahyuni, 2022).
Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan
lembaga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga
kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Anang Dony Irawan,S.H, MH. | 9




Negara hukum (rechtstaat atau rule of law) pada dasarnya
merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai landasan
tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pada ajaran kedaulatan hukum,
sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku
pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka
kepala negara harus tunduk kepada hukum (Jamilah et al., 2025). Hal
ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan
kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan
semata (Syofyan et al., 2022). Dengan demikian, hukum berfungsi
sebagai alat pengendali kekuasaan sekaligus sebagai sarana untuk
melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, prinsip negara
hukum tercermin dalam beberapa unsur penting, seperti adanya
supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the
law), jaminan terhadap hak asasi manusia, serta adanya peradilan
yang independen dan tidak memihak (Subechi, 2012). Unsur-unsur
tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya menekankan
pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan hukum
yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, keberadaan prinsip negara hukum dalam
konstitusi modern menjadi sangat penting untuk menjamin
terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan
akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi
seluruh warga negara. Menempatkan hak asasi manusia sebagai
bagian integral dari norma dasar negara hukum, terutama melalui
putusan judicial review yang membatalkan norma-norma diskriminatif
dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Hidayah et al.,
2025).
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1.6. Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam
negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi
dalam suatu negara (Syailendra et al., 2024). Dalam kerangka ini,
seluruh peraturan perundang-undangan serta tindakan penyelenggara
negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan
konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi menjadi tolok ukur
utama dalam menentukan keabsahan suatu norma hukum maupun
kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, prinsip supremasi konstitusi diwujudkan secara
nyata melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini menjadi mekanisme
penting dalam menjaga agar setiap produk legislasi tetap sejalan
dengan nilai-nilai konstitusi serta tidak melanggar hak-hak
konstitusional warga negara (Farhan & Rosidin, 2025). Dengan
demikian, supremasi konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga diimplementasikan melalui sistem kelembagaan yang menjamin
penegakannya.

Di sisi lain, konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat
dengan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, konstitusi
berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
sekaligus sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan agar tidak
disalahgunakan (Budiarti & Oktanisa, 2025). Konstitusi memberikan
kerangka hukum bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga
kekuasaan yang berasal dari rakyat tetap dijalankan dalam batas-batas
yang telah ditentukan.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pengambilan kebijakan
negara seharusnya melalui proses deliberasi yang terbuka, melibatkan
lembaga perwakilan rakyat, serta mempertimbangkan aspirasi
masyarakat secara luas (lrawan, 2026). Demokrasi konstitusional
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merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip
demokrasi dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam
sistem ini, prinsip checks and balances memposisikan kesejajaran
dalam menciptakan kesebandingan (keadilan) dari ketiga cabang
kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang
legislative, eksekutif dan yudikatif, hal tersebut harus tercerminkan
dalam materi muatan konstitusi (Gusman, 2023).

Dengan demikian, supremasi konstitusi dan demokrasi
merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan. Keberadaan supremasi konstitusi merupakan tuntutan
fundamental negara hukum sekaligus manifestasi prinsip-prinsip
demokrasi, karena konstitusi berfungsi sebagai bentuk perjanjian
sosial tertinggi dalam kehidupan bernegara (Azzahra & Hakiki, 2025).
Kombinasi keduanya melahirkan sistem demokrasi konstitusional yang
menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi
manusia.

1.7. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi
dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus
sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak
disalahgunakan. Selain itu, konstitusi juga berperan penting dalam
menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan sistem
pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.
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